
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 146 TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG 

TRANSAKSI NON TUNAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang 

 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran 

belanja dan pembiayaan daerah,  memberikan kemudahan, 
kenyamanan dan keamanan dalam transaksi pembayaran 

belanja dan pembiayaan daerah, meningkatkan pengawasan 
dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan 
mewujukan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, 

aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta 
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, telah dibentuk 

sistem pembayaran yang sesuai dengan perkembangan 
teknologi dan informasi dalam bentuk transaksi non tunai 

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 
105 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi 
transaksi non tunai agar sejalan dengan dinamika yang 

berkembang, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan 
Bupati Sumedang nomor 105 tahun 2017 tentang Transaksi 

Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sumedang; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

105 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

SALINAN 



Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4592); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tantang 



Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penataan 

dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 

Nomor 11); 

19. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 

83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2014 Nomor 40); 

 



   
  MEMUTUSKAN : 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2017 
TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG. 
 
 

   
   

  Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 105 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diubah 

sebagai berikut: 
 

  1.  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: 

    
    
   Pasal 4 

 
Jenis pembayaran yang dapat dilakukan melalui 

transaksi tunai adalah: 
a. Pembayaran  belanja barang/jasa sampai dengan 

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); 
b. Pembayaran belanja transfort 

seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya; 

c. Pembayaran belanja  uang saku kepada masyarakat 
dan pihak lain diluar Pemerintah Daerah; 

d. Pembayaran belanja bantuan kepada masyarakat 
selain hibah dan bantuan sosial ; 

e. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada 
saat terjadi bencana alam; 

f. Pembayaran untuk melaksanakan putusan 

pengadilan; 
g. Pembayaran servis kendaraan dinas  dalam 

perjalanan; dan 
h. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos. 

    
  2.  Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 5 
 

(1) Pelimpahan uang persediaan dari BP ke BPP 
dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan. 

(2) Dalam rangka melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 Bendahara 
Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dapat menyimpan uang kas tunai 
setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 

    
   

Pasal II 
 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang. 
 

 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal  31 Desember 2019 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd  

 

DONY AHMAD MUNIR 
 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal   31 Desember 2019 

     
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 ttd 

 
        HERMAN SURYATMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2019  NOMOR  146 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

UJANG SUTISNA 
NIP. 19730906 1991001303 

  

 


